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ABSTRAK

Kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara merupakan bagian dari upaya negara untuk
mewujudkan tujuan negara, sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, di
antaranya adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan
mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk warga di wilayah perbatasan maritim negara.
Dilakukannya studi implementasi kebijakan ini, adalah untuk memahami dan mengkritisi
implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi NTT
dalam mengelola wilayah perbatasan maritim negara di wilayah Kabupaten Rote Ndao. Studi yang
dilakukan memperlihatkan adanya filosofis permasalahan menyangkut kewenangan dan
komunikasi terhadap faktor-faktor dalam implementasi kebijakan. Metode yang digunakan untuk
memahami dan mengkritisi permasalahan adalah dengan menggunakan kombinasi model
implementasi kebijakan Grindle, Edward 111 dan Mazmanian-Sabatier untuk mendapatkan detail
dan pola permasalahan yang terjadi dalam implementasi kebijakan dan mengkritisi permasalahan
tersebut dengan menggunakan Teori Tindakan Komunikatif Habermas menyangkut hubungan
kewenangan dan komunikasi terhadap implementasi kebijakan, dan menggunakan Grounded
Theory untuk membangun teori (Theory Building) yang ada selama proses pengumpulan, analisa
dan pembahasan data.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kewenangan, Komunikasi.

PENDAHULUAN sebagai alat pembangunan, dengan kata lain
administrasi negara digunakan sebagai instrumen

Secara teoritis, pengelolaan  wilayah . . .
untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara.

perbatasan negara, termasuk ke dalam domain

ilmu administrasi negara. Karena pengelolaan Dalam konteks pembangunan nasional, telah
wilayah perbatasan negara merupakan bagian terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan
dari upaya negara untuk mewujudkan tujuan wilayah  perbatasan negara, sebagaimana
negara. Tujuan negara ini menjadi pedoman dasar disampaikan dalam isi Undang-undang nomor 17
bagi negara dalam merencanakan dan mengelola tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
pembangunan nasional, termasuk di wilayah Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025,
perbatasan negara. Hal ini senada dengan yang yang mengubah cara pandang pengelolaan
disampaikan oleh Muhammad (2019: 12), bahwa kawasan perbatasan negara dari Inward Looking
di Indonesia, administrasi negara berfungsi menjadi Outward Looking, sehingga pendekatan
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keamanan (security approach) yang digunakan
pada masa lampau perlu juga disertai dengan
pendekatan kesejahteraan (prosperity
approach). Dalam prakteknya, selama sepuluh
tahun terakhir telah terjadi perubahan yang
signifikan dalam pengelolaan wilayah perbatasan
negara, khususnya di pos lintas perbatasan darat.
Namun studi literatur yang dilakukan
memperlihatkan bahwa wilayah atau kawasan
perbatasan maritim negara yang meliputi laut dan
pesisir serta pulau-pulau terdepan Indonesia,
dalam pengelolaannya sedikit tertinggal dan
masih ditemukannya beragam permasalahan
dalam pengelolaannya.

Salah satu permasalahan menonjol dalam
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
yang berpotensi dapat memicu konflik antar
negara di kemudian hari, adalah permasalahan
perbatasan maritim antara Indonesia dengan
Australia di perairan selatan Pulau Rote
Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Permasalahan tersebut disebabkan oleh
adanya lokasi penangkapan ikan tradisional
nelayan Indonesia di kawasan Ashmore Reef yang
menjadi wilayah Australia dan terjadinya
tumpang tindih (overlay) yurisdiksi Zona
Ekonomi Eklusif (ZEE) dan Landas Kontinen
(LK) Indonesia-Australia di sekitar kawasan
tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Wuryandari (2014: 1-20), yang
menyebutkan bahwa menurut Konvensi Hukum
Laut (UNCLOS 82) dan nota kesepakatan
Indonesia-Australia atau MoU Box 1974
sesungguhnya telah memberikan jaminan hukum
atas hak penangkapan ikan tradisional oleh
nelayan-nelayan tradisional Indonesia di perairan
Australia yang telah mereka lakukan secara turun
menurun sejak sekitar abad 17. Namun fakta
empiris memperlihatkan adanya praksis berbeda.

Lebih jauh, Wuryandari (2014; 15-16)
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menyimpulkan bahwa berbagai permasalahan
yang terkait dengan MoU Box dan kebijakan ketat
Australia atas perairan wilayahnya pada
gilirannya menimbulkan permasalahan baru
terhadap nelayan Indonesia secara sosial dan
ekonomi, yaitu di tengah lilitan utang sebagai
akibat dari status pengangguran setelah kapal
mereka disita dan dibakar pihak otoritas
Australia, telah mendorong nelayan-nelayan
tradisional Indonesia tersebut, untuk beralih
profesi dalam kegiatan penyelundupan manusia
ke Australia.

Dalam rangka mengatasi  berbagai
permasalahan di wilayah perbatasan negara,
pemerintah telah melakukan berbagai upaya
untuk  meningkatkan  kualitas  kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan negara. Salah
satu kebijakan signifikan pemerintah dalam
pengelolaan wilayah perbatasan negara adalah
dibentuknya Badan  Nasional  Pengelola
Perbatasan (BNPP) melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010, yang
kemudian di revisi melalui Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017.
Badan ini  bersifat  koordinatif, yang
mengkoordinir ~ sejumlah  kementerian dan
lembaga negara untuk membangun wilayah
perbatasan secara bersama atau terpadu. Badan
ini merupakan kebijakan solutif yang diambil
pemerintah, karena tidak efektifnya pengelolaan
sebelumnya yang bersifat multi agency. Seperti
yang disampaikan oleh Mangku (2018: 167),
bahwa pembentukan BNPP mengedepankan
sinergi  kebijakan dan program, sehingga
kelemahan dan keterbatasan yang ada
sebelumnya, yakni penanganan perbatasan
negara secara ad-hoc dan parsial serta
egosektoral, yang telah  mengakibatkan
overlapping dan redundance serta salah sasaran
dan inefisiensi dalam pengelolaan wilayah
perbatasan, diharapkan dapat diperbaiki. BNPP
diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi



Jurnal Administrasi dan Demokrasi, VVol. 2. No. 1. Mei 2023

terciptanya kebijakan dan program pengelolaan
batas wilayah negara dan pembangunan kawasan
perbatasan negara secara terintegrasi dan terpadu.

Dalam prakteknya, secara nasional menurut
hasil penelitian Mangku (2018: 171), pengelolaan
kawasan perbatasan negara yang telah dilakukan
oleh  BNPP selama ini masih menghadapi
berbagai kendala, di antaranya kondisi
masyarakat wilayah perbatasan yang masih
terisolir dan kondisi sosial ekonomi yang masih
tertinggal, padahal potensi sumberdayanya cukup
besar. Sementara itu kondisi infrastruktur masih
minim dan kondisi pos-pos di wilayah perbatasan
juga belum memadai, sehingga pengawasan
wilayah perbatasan masih sangat lemah. Kondisi
ini diperkuat oleh Sekretaris BNPP Diantoro
(2020), yang menyampaikan bahwa hingga saat
ini masih terdapat sejumlah permasalahan dalam
pengelolaan wilayah perbatasan negara, di
antaranya adalah belum terkelolanya dengan baik
potensi SDA yang ada di wilayah perbatasan,
keterbatasan infrastruktur dasar, aksessibilitas
transportasi, keterbatasan komunikasi  dan
informasi, sarana prasarana ekonomi, pendidikan
dan kesehatan, serta keterbatasan pada akses
permodalan dan sarana prasarana pendukung
ekonomi masyarakat. Permasalahan yang sama
juga disampaikan oleh Sekretaris BPP NTT
(2020), yaitu adanya keterbatasan prasarana dan
sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat,
dan rendahnya akses ke pusat-pusat pertumbuhan
ekonomi, serta terbatasnya prasarana sosial

seperti air bersih, air irigasi, kesehatan,
pendidikan, dan lain-lain.
Penelitian Kusumaningrum (2018)

menyebutkan bahwa, Rote Ndao memiliki garis
pantai sepanjang 330 km dan 49 desa pantai.
Ekosistem di sepanjang pesisir garis pantai
tersebut kaya akan sumber daya ikan yang
melimpah, memiliki nilai ekonomis tinggi dan
layak untuk dieksploitasi. Hampir sebagian besar
penduduk  di  kabupaten Rote  Ndao
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menggantungkan hidupnya sebagai nelayan dan
pembudidaya rumput laut. Kabupaten Rote Ndao,
memiliki potensi perikanan laut berupa perikanan
tangkap dengan komoditas ungulan ikan tuna,
cakalang dan ikan-ikan demersal. Sektor
budidaya lainnya adalah rumput laut yang sangat
potensial untuk dikembangkan. Potensi yang tak
kalah menarik lainnya adalah keberadaan pantai
di Rote Ndao yang terkenal akan keindahan dan
ombaknya yang menawan.

Namun potensi Kabupaten Rote Ndao,
sesuai hasil penelitian Kusumaningrum (2018) di
atas, bertolak belakang dengan hasil penelitian
yang dilakukan oleh Benu, dkk (2018: 70) di
wilayah pesisir Papela Kabupaten Rote Ndao,
yang menyimpulkan bahwa masyarakat nelayan
Rote mayoritas hidup dalam kondisi miskin.
Begitupun dengan fakta dilapangan yang juga
menunjukkan bahwa hingga saat ini 28 prosen
masyarakat di Kabupaten Rote Ndao masih hidup
di bawah garis kemiskinan. (BPS NTT, 2020).

Dari sejumlah fenomena di atas, pasca
dibentuknya BNPP maupun BPP NTT sebagai
koordinator pengelola wilayah perbatasan,
ternyata  masih  banyak  kendala atau
permasalahan yang terjadi. Maka dalam konteks
ilmu kebijakan, peneliti melakukan research gap
terhadap sejumlah penelitian terdahulu, beberapa
dokumen BPP NTT, serta melakukan diskusi
dengan beberapa pejabat di BPP NTT, dan
menemukan praduga beberapa permasalahan
krusial dalam ranah implementasi kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
oleh BPP NTT, yang mempengaruhi organisasi
pengelola perbatasan dalam mewujudkan visi dan
misinya, diantaranya permasalahan kewenangan
dan komunikasi.

METODE

Untuk memahami dan mengkritisi
permasalahan implementasi kebijakan yang
terjadi, maka penelitian akan menggunakan
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paradigma “Critical Theory”, dengan alasan
adanya dugaan permasalahan kewenangan dan
komunikasi pada organisasi BPP NTT dalam
mengelola wilayah perbatasan maritim negara
di NTT. Sedangkan secara Ontologi, pada
hakekatnya penelitian ini  berada dalam
kerangka lImu Administrasi Negara dan Iimu
Kebijakan Publik, yang akan berbicara tentang
realitas kebijakan pembentukan organisasi BPP
NTT untuk mengelola wilayah perbatasan
maritim negara di kabupaten Rote Ndao.
Sedangkan secara Epistemologi, maka untuk
memahami dan mengkritisi realitas
permasalahan dalam organisasi BPP NTT,
digunakan studi implementasi kebijakan untuk
memahami detail dan pola permasalahan yang
terjadi. Sementara itu Theoritical perspective
yang dipakai, menggunakan pendekatan
gabungan tiga model implementasi kebijakan,
yaitu Model Implementasi Kebijakan George
Edward 1l (1980), Grindle (1980), dan
Mazmanian-Sebastier  (1986).  Selanjutnya
untuk memeriksa makna yang tercipta dalam
hubungan sosial di organisasi BPP NTT,
digunakan Grounded Theory, untuk mencoba
membedakan bagaimana sekelompok orang
mendefinisikan realitas mereka berdasarkan
pengalaman dan pemahaman mereka tentang
interaksi antarpersonal, sesuai yang
disampaikan Fassinger (2005) dalam Liliweri
2018: 182). Sedangkan untuk memahami
filosofis permasalahan kewenangan dan
komunikasi dalam organisasi, digunakan teori
Tindakan Komunikatif Habernas, dengan
alasan sebagaimana disampaikan Habermas
bahwa realitas sosial manusia begitu kompleks
dan tidak bisa direduksi sebagaiamana realitas
alam yang sebenarnya, sehingga penelitian
terhadap manusia harus dilakukan secara total,
yaitu keseluruhan yang mengandung unsur-
unsur fenomena kehidupan manusia yang saling
bernegasi, saling berkontradiksi dan saling
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bermediasi. Dengan demikian untuk memahami
semua permasalahan yang terjadi, digunakan
Metodology dalam bentuk Metode Kualitatif
dan Triangulasi, dan Method menggunakan
tekhnik wawancara terbuka, indepth interview,
Focus Group Discusion (FGD), observasi
terbuka, dan studi literatur terhadap jurnal-
jurnal  penelitian dan dokumen-dokumen
terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berangkat dari hasil studi awal terhadap
sejumlah hasil penelitian terdahulu, temuan
beragam permasalahan yang terjadi dalam ranah
implementasi kebijakan, dan  filosofis
permasalahan menyangkut kewenangan dan
komunikasi, serta penjelasan secara teoritis,
maka peneliti melakukan studi untuk memahami
dan mengkritisi, apakah implementasi kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
yang telah dilakukan oleh BPP NTT selama ini,
dipengaruhi oleh dugaan gejala realitas
permasalahan-permasalahan seperti yang telah
disampaikan di pendahuluan dan adanya filosofis
permasalahan menyangkut kewenangan dan
komunikasi dalam organisasi, atau ada
kemungkinan realitas permasalahan-
permasalahan atau faktor-faktor lain yang selama
ini mungkin terabaikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan
kombinasi  beberapa model implementasi
kebijakan, yaitu Model Implementasi Kebijakan
Edward Ill, Grindle, dan Mazmanian-Sebastier
secara bersama-sama untuk memahami sekaligus
mengKkritisi permasalahan implementasi
kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan
maritim negara di Kabupaten Rote Ndao.
Pemilihan Model Implementasi Kebijakan
Edward 1ll, Grindle, dan Mazmanian-Sebastier
secara bersama-sama, adalah dengan
pertimbangan, bahwa ketiga model ini lebih
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relevan atau lebih tepat digunakan secara
bersama-sama untuk memahami dan mengkritisi
praduga permasalahan yang ada secara
menyeluruh. Disamping itu, faktor-faktor yang
disebutkan dalam ketiga model ini, merupakan
variabel-variabel pokok dalam sebuah studi
implementasi kebijakan, lebih sederhana dan
lebih mudah untuk dilakukan studi, serta sering
digunakan berbagai peneliti untuk memahami
permasalahan implementasi kebijakan.

Alasan lain penggunaan Model
Implementasi Kebijakan Edward Ill, Grindle,
Mazmanian-Sebastier secara bersama-sama, juga
dengan pertimbangan bahwa tidak ada satupun
model implementasi kebijakan yang dapat
memuaskan untuk menjawab permasalahan-
permasalahan dalam ranah implementasi
kebijakan. Model Implementasi Kebijakan
Edward Ill, hanya fokus ke variabel-variabel
pokok dalam proses implementasinya, dan agak
mengabaikan variabel yang disebabkan oleh
substansi  kebijakan  maupun  lingkungan
kebijakan. Sedangkan Model Implementasi
Kebijakan Grindle, sifatnya terlalu umum, hanya
fokus ke substansi atau isi kebijakan dan konteks
implementasinya, tanpa merinci  variabel-
variabel ~mendasar yang  mempengaruhi
implementasi kebijakan itu sendiri, sebagaimana
yang disampaikan olenh Model Implementasi
Kebijakan Edward Ill. Sementara itu, Model
Implementasi Kebijakan Mazmanian-Sebastier,
lebih fokus ke karakteristik masalah dan
karakteristik kebijakan secara umum, serta
variabel lingkungan yang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan.

Berdasarkan elaborasi teori yang telah
dilakukan, diperoleh 7 (tujuh) faktor atau variable
penting yang ada dalam proses implementasi
kebijakan dan mempengaruhi berhasil atau
tidaknya sebuah implementasi kebijakan.
Ketujuh variabel tersebut, meliputi: Isi dan
Karakteristik Kebijakan (Grindle dan
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Mazmanian-Sabatier), Konteks Implementasi
dan Karakteristik Masalah (Grindle dan
Mazmanian-Sabatier), Struktur Birokrasi
(Edward 1ll), Sumberdaya (Edward III),
Komunikasi (Edward I11), Disposisi (Edward I11),
Lingkungan (Mazmanian-Sabatier). Dengan
penggabungan ketiga model implementasi
kebijakan di atas, maka didapatkan pemahaman
yang lebih lengkap dan menyeluruh terhadap
detail, pola dan hubungan antar faktor-fakor
dalam permasalahan implementasi kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam hal ini, Grindle (1980:7),
menegaskan bahwa Implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh dua variabel besar, yang

meliputi: Isi Kebijakan (Content of Policy) dan
Konteks Implementasi (Context of
Implementation).  Variabel Isi  Kebijakan
(Content of Policy) meliputi: (1) Sejauhmana
kepentingan kelompok sasaran/target groups
termuat dalam isi kebijakan, (2) Jenis manfaat
apa yang diterima oleh target group, (3)
Sejauhmana perubahan yang diinginkan dari
sebuah kebijakan, (4) apakah letak sebuah
program sudah tepat, (5) Apakah sebuah
kebijakan telah menyebutkan implementasinya
dengan rinci, dan (6) apakah sebuah program di
dukung oleh sumberdaya yang memadai.
Sedangkan Variabel Konteks Implementasi
(Context of Implementation), meliputi: (1)
seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan
strategi yang dimiliki oleh para aktor yang
terlibat dalam implementasi kebijakan, (2)
bagaimana karakteristik institusi dan rejim yang
sedang berkuasa, (3) bagaimana tingkat
kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Sedangkan Edwards Il dalam Widodo
(2010:96) merumuskan model implementasi
kebijakan dengan menetapkan 4 (empat) variabel
yang berpengaruh dan menentukan keberhasilan
atau kegagalan implementasi kebijakan, yakni:
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(1) Komunikasi, Edward Il meyakini bahwa
faktor penting bagi implementor adalah harus
memahami apa yang akan dilakukannya, setiap
keputusan, kebijakan dan perintah harus
diteruskan kepada personil yang tepat, sehingga
keputusan dan perintah-perintah itu dapat diikuti,
untuk itu maka komunikasi harus dilakukan
secara akurat dan dipahami dengan cermat oleh
para pelaksana; (2) Sumberdaya, implementasi
dapat terhambat ketika para pelaksana
kekurangan sumber-sumber yang diperlukan
untuk melaksanakan kebijakan, sumberdaya
merupakan salah satu faktor penting dalam
implementasi  kebijakan, meliputi Manusia,
Materi, dan Metode; (3) Disposisi, hal ini
berkenaan dengan sikap atau karakteristik para
pelaksana (implementor), seperti komitmen,
kejujuran, komunikatif, cerdik, dan memiliki sifat
demokratis, jika implementor bersikap baik
(mendukung) terhadap suatu kebijakan tertentu,
maka kemungkinan besar mereka melaksanakan
kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh
para pembuat keputusan awal; (4) Struktur

Birokrasi, implementasi  kebijakan  perlu
ditunjang dengan struktur organisasi yang baik,
struktur ~ organisasi  pelaksana  kebijakan

mempunyai pengaruh penting dalam proses
implementasi, hal tersebut berkaitan dengan
adanya aspek struktural yang mendasar dari suatu
organisasi, yakni Standard Operating Procedure
(SOP) yang menjadi pedoman bagi pelaksana
kebijakan dalam setiap tindakannya, melalui SOP
tindakan para pelaksana akan seragam di dalam
organisasi yang kompleks. Dalam pendekatan
yang dilakukannya Edwards IIl mengajukan
pertanyaan yang berkenaan dengan: “Prakondisi
apa yang harus ada agar implementasi berhasil?”,
dan “Apa yang menjadi kendala pokok bagi
suksesnya suatu implementasi?”.

Selanjutnya, Sabatier dan Mazmanian
(1980) dalam Subarsono (2006: 93-99)
mengemukakan tentang model ‘a framework for
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implementation analysis’ yang menggambarkan
adanyatiga variabel bebas (Independen Variabel)
yang berpengaruh  terhadap  keberhasilan
implementasi, yakni: Karakteristik Masalah,
Karakteristik ~ Kebijakan ~ dan  Variabel
Lingkungan. Variabel Karakteristik Masalah,
meliputi: variabel mudah/tidaknya masalah
kebijakan, yang terdiri dari kesukaran-kesukaran
teknis, dan keragaman perilaku kelompok
sasaran; variabel prosentase kelompok sasaran
dibandingkan jumlah penduduk; dan variabel
ruang lingkup perubahan perilaku yang
diharapkan. Variabel Kemampuan/Karakteristik
Kebijakan, indikatornya adalah kejelasan dan
konsistensi tujuan, keterpaduan hierarki dalam
dan di antara lembaga pelaksana, komitmen
pejabat pelaksana, dan akses formal pihak luar.
Variabel diluar Kebijakan, meliputi: kondisi
sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik,
sikap dan sumber yang dimiliki kelompok
sasaran, serta komitmen dan keterampilan
kepemimpinan pejabat pelaksana, komitmen
pejabat pelaksana/ implementor dalam upaya
mewujudkan tujuan yang telah dituangkan dalam
kebijakan merupakan variabel yang penting.
Selain itu diperlukan juga keterampilan dari para
implementor dalam menentukan prioritas tujuan
dan upaya memujudkan tujuan tersebut.

Penggunaan ketiga model implementasi
kebijakan diatas secara bersama-sama telah
mengarahkan peneliti  untuk  menemukan,
memahami dan mengkritisi beragam faktor yang
mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini
sekaligus juga akan mengarahkan peneliti untuk
lebih memahami filsofis permasalahan yang
terjadi, meliputi permasalahan kewenangan dan
komunikasi.

Hasil studi implementasi kebijakan di
organisasi BPP NTT memperlihatkan hasil
sebagai berikut: bahwa BPP NTT mengalami
beragam kendala, seperti yang termuat dalam
Rencana Strategis (Renstra) BPP NTT 2013-
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2018, diantaranya: permasalahan belum adanya
regulasi yang mengatur tentang kewenangan
Kepala Daerah dalam pengelolaan wilayah
perbatasan secara terpadu; dan pelaksanaan
pembangunan yang masih dilakukan secara
parsial. Hal ini memperlihatkan adanya ketidak
konsistenan pemerintah dalam
mengimplementasikan  kebijakannya, seperti
yang disampaikan Arifin (2013), bahwa dalam
konteks Indonesia, kebijakan teknis yang dibuat
justru tidak konsisten dengan paradigma
penanganan perbatasan dan kebijakan peruntukan
kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis
nasional yang memerlukan prioritas penanganan,
seperti halnya kendala yang dihadapi BPP NTT
dalam melakukan tugasnya, karena adanya
batasan kewenangan yang diberikan pemerintah
pusat ke pemerintah daerah, sesuai Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Disamping itu, BPP NTT juga mengalami
sejumlah kendala dalam mengimplementasikan
tugas-tugasnya, dikarenakan: belum tersedianya
rencana induk dan rencana aksi pengelolaan serta
pemanfaatan potensi unggulan daerah di wilayah
perbatasan antar negara, belum tersedianya
rencana induk dan rencana aksi pembangunan
infrastruktur fisik, infrastruktur pemerintahan,
serta infrastruktur ekonomi dan kesejahteraan
rakyat  serta  infastruktur  pemerintahan.
Berikutnya, ditemukan juga permasalahan yang
berkaitan dengan komunikasi dalam melakukan
koordinasi pelaksanaan pengelolaan wilayah
perbatasan, yang meliputi: belum terwujudnya
koordinasi yang intensif antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) terkait di lingkup
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik
dalam penyusunan kebijakan maupun
penyusunan anggaran pengelolaan potensi
unggulan daerah dan penyediaan infrastruktur
(fisik, perekonomian dan  kesra  serta
pemerintahan) di wilayah perbatasan antar
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negara; belum optimalnya koordinasi dan
sinkronisasi serta bersinergi dalam pelakasanaan
pembangunan  wilayah perbatasan antara
Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Kabupaten perbatasan. Situasi ini
dipersulit lagi dengan belum tersedianya
database kependudukan, potensi SDA, dan
minimnya kondisi infrastruktur di wilayah
perbatasan.

Sementara itu, pada Renstra BPP NTT tahun
2019-2023, khususnya untuk permasalahan di
wilayah perbatasan maritim negara, ditemukan
beberapa permasalahan krusial lainnya, yaitu:
belum optimalnya koordinasi perencanaan
pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau
terdepan; pengembangan wilayah perbatasan dan
pulau terdepan belum sepenuhnya terwakili pada
Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara; serta belum optimalnya
pelaksanaan penyelesaian sengketa batas wilayah
negara.

Dengan beragam permasalahan yang terjadi
dalam ranah implementasi kebijakan
sebagaimana telah disampaikan di atas, maka
secara umum permasalahan yang terjadi diduga
disebabkan oleh lemahnya kewenangan yang
dimiliki oleh organisasi pengelola perbatasan dan
lemahnya komunikasi dalam  melakukan
koordinasi dan kolaborasi intra dan inter agency
serta belum terintegrasinya formulasi kebijakan
dengan implementasi kebijakan pembentukan
badan pengelola perbatasan.

Hal serupa juga dialami oleh beberapa

negara lain dalam pengelolaan  wilayah
perbatasannya, di antaranya hasil penelitian
Hudson, dkk (2018) di Inggeris, Yyang

menyimpulkan bahwa sebuah desain kebijakan
dalam implementasinya memerlukan kolaborasi
berkelanjutan dengan berbagai pemangku
kepentingan di berbagai tingkatan politik dan
menekankan perlunya kebijakan yang dapat
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menghubungkan semua aktor secara vertikal dan
horizontal dalam proses kolaborasi dan
musyawarah  bersama, serta desain dan
implementasi kebijakan harus menjadi proses
yang terintegrasi, bukan sekadar serangkaian
tahapan yang terpisah dan berbeda. Demikian
juga hasil penelitian Rahman, dkk (2013) di Fiji,
yang menyimpulkan bahwa perencana kebijakan
di negara berkembang menghabiskan lebih
banyak sumber daya dalam pembuatan kebijakan
daripada menangani tantangan permasalahan
implementasi kebijakan, dikarenakan kurangnya
kerangka implementasi yang dipersiapkan
dengan baik. Makinde (2005), penelitiannya di
Nigeria menemukan beberapa masalah yang
sering terjadi dalam implementasi kebijakan,
antara lain korupsi, kurangnya kontinuitas
kebijakan pemerintah, sumber daya manusia dan
material yang tidak memadai, yang seringkali
menimbulkan gap implementasi, yaitu pelebaran
jarak antara tujuan kebijakan yang dinyatakan
dan realisasi tujuan yang direncanakan. Hal yang
sama juga terjadi di Thailand, seperti yang
disampaikan ~ Boriboonrat  (2013),  hasil
penelitiannya menyimpulkan bahwa
permasalahan yang menghambat implementasi
kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan negara
secara kolaboratif di Thailand, di antaranya
adalah adanya permasalahan pada faktor
kebijakan dan kualitas sumberdaya manajemen.
Dalam perspektif Indonesia, Nugroho (2004)
menyampaikan bahwa Indonesia sangat hebat

dalam membuat sebuah kebijakan, bahkan
mendekati  sempurna, namun  seringkali
mengalami kesulitan dalam

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Permasalahan dalam ranah implementasi
kebijakan, merupakan permasalahan yang rumit
dan komplek, yang terkadang menjadi aspek
yang sering terlupakan oleh para pengambil atau
pembuat kebijakan, namun secara umum
permasalahan implementasi kebijakan
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dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor
substansi kebijakan dan faktor implementasi
kebijakan itu sendiri. Ada beragam model
implementasi kebijakan yang digunakan oleh
para ahli untuk memahami atau melihat
efektifitas sebuah implementasi kebijakan,
apakah berhasil mewujudkan tujuan pembuatan
kebijakannya, apakah gagal dalam
implementasinya, atau terjadi implementation

gap.

Setelah dilakukan analisa secara mendalam
dan kritis terhadap beragam permasalahan yang
terjadi dalam implementasi kebijakan
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
di Kabupaten Rote Ndao, ditemukan filosofis
permasalahan yang terjadi selama proses
implementasi kebijakan berjalan, permasalahan
tersebut meliputi terbangunnya sebuah realitas

sosial  yang muncul dikarenakan faktor
kewenangan yang mempengaruhi budaya
komunikasi dan akhirnya berdampak juga

terhadap proses implementasi kebijakan yang
dilakukan. Sehingga dengan pertimbangan
tersebut, peneliti memperkuat filosofis penelitian
menyangkut permasalahan kewenangan dan
komunikasi yang terjadi dalam  proses
implementasi kebijakan, dengan menggunakan
Teori Tindakan Komunikatif  oleh Jurgen
Habermas (1981) untuk memahami filosofis
permasalahan kewenangan dan komunikasi
dalam proses implementasi kebijakan
(Communication Philosophy), dan penggunaan
Grounded Theory oleh Glaser-Strauss (1967)
guna memudahkan untuk membangun teori
(Theory Building) tentang hubungan kewenangan
dan komunikasi dalam implementasi kebijakan,
melalui fakta, data dan fenomena yang terjadi
selama proses penelitian implementasi kebijakan
dilakukan.

Sementara itu, dari tinjauan terhadap
beberapa hasil penelitian terdahulu, diperoleh
hasil, bahwa sampai saat ini belum ditemukan
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penelitian yang fokus membahas tentang model
manajemen pengelolaan wilayah perbatasan laut.
Dari sejumlah penelitian yang telah di teliti,
hanya menjelaskan tentang pendekatan yang
digunakan dalam mengelola wilayah perbatasan
laut masing-masing negara, di antaranya
menggunakan pendekatan kontur geografis,
sejarah, potensi sumber daya alam, ancaman,
kerjasama antar negara dan lain-lain. Hal ini
diduga karena model manajemen pengelolaan
wilayah perbatasan laut merupakan bagian tak
terpisahkan dari manajemen pengelolaan wilayah
perbatasan darat, sehingga ketika berbicara
tentang model manajeman pengelolaan wilayah
perbatasan laut, sudah terintegrasi ke dalam
manajemen pengelolaan wilayah perbatasan
secara umum.

Ketika berbicara  tentang Border
Management, maka secara umum, akan
dihubungkan dengan pengelolaan yang terkait
dengan pos lintas batas, yaitu tata cara yang
dilakukan negara untuk mengelola lalu lintas
manusia dan barang yang berhubungan dengan
bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan.
Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan studi
literatur lebih lanjut yang dilakukan, peneliti
menemukan beragam istilah dalam pengelolaan
wilayah perbatasan, diantaranya: Collaborative
Border Management, Coordinated Border
Manangement,  Collaborative ~ Governance,
Integrated  Border  Management  System,
Macroregional Border Management,
Humanitarian Border Management, Smart
Border Management, Border Management
Information System, semua istilah tersebut
berhubungan dengan pengelolaan pos lintas batas
dengan beragam model, seperti pengelolaan
secara terkoordinasi, terintegrasi atau terpadu,
dikelola secara bersama dengan negara yang
berdekatan, penggunaan teknologi  untuk
memudahkan pengawasan dan pengamanan pos
lintas batas dan lain-lain.
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Secara teoritis, Rongxing Guo (2015: 4-11),
mengatakan bahwa defenisi perbatasan secara
tradisional adalah jalur sempit (atau distrik atau
wilayah) di sepanjang atau di dekat perbatasan
antara  dua  wilayah. Namun  dalam
perkembangannya, defenisi perbatasan semakin
luas, yang dibagi atas beberapa kategori, yaitu:
Natural Border, Artificial Border, dan Invisible
Barrier, bahkan Guo (2015: 12) menyatakan,
bahwa ketika dua entitas (negara merdeka,
agama, masyarakat, budaya atau perusahaan)
bertemu, maka border secara otomatis akan
terbentuk.

Dalam konteks kebijakan, Arifin (2013: 37)
menyebutkan, bahwa diperlukan kelembagaan
yang spesifik dalam mengelola wilayah
perbatasan, agar prioritas-prioritas pembangunan
dan penanganan masalah yang ada bisa berjalan
dengan cepat dan responsif. Namun sayangnya,
menurut  Arifin  dalam konteks Indonesia,
kenyataan di lapangan memperlihatkan bahwa
kebijakan teknis yang dibuat justru tidak
konsisten dengan paradigma penanganan
perbatasan dan kebijakan peruntukan kawasan
perbatasan sebagai kawasan strategis nasional
yang memerlukan prioritas penanganan. Hal itu
setidaknya diindikasikan oleh kebijakan teknis
yang tidak konsisten dengan paradigma dan
fungsi kawasan  tersebut, diantaranya
kelembagaan yang tidak kuat. Hal ini
diindikasikan oleh kewenangan yang dimiliki
oleh BNPP di tingkat pusat maupun Badan
Pengelola Perbatasan ditingkat daerah yang
hanya berfungsi sebagai koordinator.

Sehubungan dengan hal terebut, Arifin
(2013: 55) menyarankan solusinya, adalah
dengan menggunakan model pendekatan
kerjasama lintas batas (Cross Border Approach),
seperti yang dilakukan di wilayah perbatasan
darat Indonesia Sarawak, yang secara embrional
diwujudkan dengan adanya Kerjasama Sosek
Malindo sejak 1983, dapat menjadi alternatif
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model kebijakan pembangunan perbatasan, di
tengah model kebijakan konvensional yang ada.
Hal ini ditunjukkan melalui beberapa kelebihan
yang dimiliki oleh model Sosek Malindo
tersebut, antara lain: program kerjasama yang
digagas bersifat mutual benefit (saling
menguntungkan) bagi kedua pihak yang
berbatasan. Model serupa sepertinya juga bisa
diterapkan untuk wilayah perbatasan laut, dalam
hal ini perbatasan Indonesia-Australia, guna
mempercepat perkembangan wilayah, hal ini
selaras dengan paradigma soft border regime
yang dianut Indonesia, maka selayaknya
pembangunan wilayah perbatasan
memperhatikan kesalingterpengaruhan
(interplay) diantara kedua sisi perbatasan.

Cross Border Approach (CBA) merupakan
sebuah  model pendekatan  pembangunan
perbatasan yang digagas oleh Roxing Guo.
Dalam model ini, lebih mengutamakan pola
kerjasama antar perbatasan untuk saling
mengambil keuntungan dalam mengembangkan
wilayah perbatasan di masing-masing negara.
Pola kerjasama ini dapat dilaksanakan pada
wilayah dengan karakteristik adanya perbedaan
konsep pengembangan sosial ekonomi dengan
wilayah tetangga, Arifin (2013: 39).

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan
diatas, serta elaborasi teori yang telah dilakukan,
dapat dipahami bahwa ilmu administrasi negara,
atau yang sekarang dikenal dengan ilmu
administrasi  publik, adalah sebuah bentuk
kerjasama administratif yang dikerjakan oleh dua
orang atau lebih demi mencapai tujuan bersama,
goal-nya adalah public service atau pelayanan
publik. Sehingga untuk mengaplikasikan tujuan
negara tersebut dibutuhkan perumusan kebijakan
yang diikuti dengan implementasinya. Namun
hasil studi yang dilakukan memperlihatkan masih
banyaknya  permasalahan  dalam  ranah
implementasi  kebijakan, termasuk dalam
pengelolaan wilayah perbatasan maritim negara
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di Kabupaten Rote Ndao.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara
tersebut, maka dibutuhkan adanya kebijakan
negara yang tepat dan dapat diimplementasikan
dengan baik. Ansell, dkk (2017), yang
menekankan perlunya kebijakan dirancang
sedemikian rupa sehingga dapat menghubungkan
semua aktor secara vertikal dan horizontal dalam
proses kolaborasi dan musyawarah bersama.
Sedangkan  filososfis  permasalahan  yang
menyangkut kewenangan dan komunikasi dalam
implementasi kebijakan ini di dalami dengan
menggunakan pendekatan Teori Kebijakan
Komunikatif Jurgen Habermas. Dalam hal ini
Habermas menjelaskan (dalam Nuris, 2016: 43-
65), bahwa realitas sosial manusia begitu
kompleks dan tidak bisa direduksi sebagaiamana
realitas alam yang sebenarnya. Oleh karena itu,
metode ilmu-ilmu alam tidak bisa digunakan
untuk menangkap realitas manusia dan
kemanusiaan. Penelitian terhadap manusia dan
kemanusiaan harus dilakukan secara total, yaitu
keseluruhan yang mengandung unsur-unsur
fenomena kehidupan manusia yang saling
bernegasi, saling berkontradiksi dan saling
bermediasi. Dalam hal ini, Habermas mencoba
menjelaskannya dengan menggunakan
“hubungan pragmatis-formal” (Formal-
Pragmatic Relations) manusia, yaitu kenyataan
objektif, kenyataan sosial dan kenyataan subjektif
yang dapat menghasilkan tiga macam sikap
diantaranya mengobjektifkan (objectivating),
konformatif-norma (norm-conformative) atau
sikap kritis (critical) dan sikap ekspresif.
Rasionalitas komunikatif disini dimaksudkan
sebagai rasionalitas yang dipahami sebagai
usaha-usaha perbincangan argumentatif yang
mengarah pada konsensus. Konsep Rasionalitas
Komunikatif ini kemudian mampu menganalisa
bentuk hubungan-hubungan dengan upaya
pencapaian pemahaman Bahasa, yaitu sebuah
konsep pencapaian pemahaman yang mampu
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menyarankan suatu persetujuan yang termotivasi
antar peserta-peserta yang diukur melawan kritik
klaim kesahihan (validity claim). Dan untuk
menghindari distorsi-distorsi komunikasi,
masyarakat harus sesegera mungkin membangun
diskursus etika, yaitu suatu justifikasi normatif
untuk mencapai kesesuaian kepentingan antar
anggota  (generelizable interest). Dengan
tindakan komunikatif dan dengan argumen-
argumen terbaiknya akan menjadi “keyakinan-
keyakinan rasional”. Demi mencapai
“keyakinan-keyakinan  rasional” tersebut,
Habermas kemudian merumuskan syarat-syarat
komunikatif sebagaimana yang terangkum dalam
the ideal speech situation (situasi percakapan
yang ideal), yaitu semua peserta mempunyai
peluang yang sama untuk memulai suatu diskusi
dan dalam diskusi itu mempunyai peluang yang
sama untuk mengemukakan argumen-argumen
dan mengkritik argumen-argumen peserta lain.
Diantara peserta-peserta tidak ada perbedaan
kekuasaan yang dapat menghindari bahwa
argumen-argumen yang mungkin relevan
sungguh-sungguh diajukan juga; dan akhirnya
semua peserta mengungkapkan pemikirannya
dengan ikhlas, sehingga tidak mungkin terjadi
yang satu memanipulasi yang lain tanpa
disadarinya.

Akhirnya, dalam kerangka membangun teori
(Theory Building) dari hasil penelitian ini, maka
selama pelaksanaan studi implementasi kebijakan
digunakan juga pendekatan Grounded Theory
(Glasser dan Staruss) untuk memeriksa makna
yang tercipta dalam hubungan sosial di organisasi
BPP NTT, khususnya masalah kewenangan dan
komunikasi. Dalam prakteknya, Budiasih (2014
1), menyebutkan bahwa prosedur riset kualitatif
dengan menggunakan metode Grounded Theory
terdiri dari beberapa tahap vyaitu: 1) tahap
perumusan masalah, 2) tahap penggunaan kajian
teoritis, 3) tahap pengumpulan data dan
penyampelan, 4) tahap analisis data, dan 5) tahap
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penyimpulan atau penulisan laporan. Namun
demikian, kelima tahapan riset Grounded Theory
tersebut terjadi secara simultan. Peneliti
mengamati, mengumpulkan dan mengorganisasi
data serta membentuk teori dari data pada waktu
bersamaan. Salah satu teknik penting dalam riset
Grounded Theory adalah proses komparasi
konstan (tetap) di mana setiap data dibandingkan
dengan semua data lainnya satu persatu. Data
dikumpulkan melalui wawancara, observasi,
pencatatan, atau kombinasi dari cara-cara
tersebut.  Prosedur  penggunaan  Metode
Grounded Theory dalam penelitian ini dilakukan
bersamaan dengan studi implementasi kebijakan.

Lebih  jauh, Budiasih (2014: 26),
menyebutkan bahwa metode riset Grounded
Theory menekankan pada validitas data melalui
verifikasi dan menggunakan coding sebagai alat
utama dari pengolahan data. Ada beberapa cara
untuk melakukan pengkodean, vyaitu: 1)
pengkodean terbuka, 2) pengkodean terporos,
dan 3) pengkodean terpilih. Selanjutnya
dilakukan tahap analisis data, sebagai cara untuk
mempertajam  analisis.  Singkatnya, dalam
menggunakan metode Grounded Theory, Kita
dapat berasumsi bahwa ada teori yang
tersembunyi dalam data kita dan kewajiban kita
untuk menemukannya.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Hasil studi yang dilakukan,
memperlihatkan adanya tujuh faktor penting
yang mempengaruhi proses implementasi
kebijakan, vyaitu faktor-faktor: Isi dan
Karakteristik Kebijakan, Konteks Implementasi
dan Karakteristik Masalah, Struktur Birokrasi,
Sumberdaya, Komunikasi, Disposisi, dan
Lingkungan. Ketujuh faktor ini berpengaruh
secara simultan terhadap proses implementasi
kebijakan.

Dari pelaksanaan studi implementasi
kebijakan yang dilakukan, juga ditemukan
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adanya realitas sosioculture baru yang terbentuk
dikarenankan adanya filosofis permasalahan
yang menyangkut kewenangan dan komunikasi
terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan.

Sehingga disarankan untuk melakukan
perubahan model kebijakan pengelolaan wila-
yah perbatasan dengan merubah budaya menya-

ngkut kewenangan dan komunikasi dari level
pembuat kebijakan kepada level pelaksana
kebijakan, sehingga terjadi kesetaraan dalam hal
kewenangan dan komunikasi dalam imple-
mentasi kebijakan, yang sasaran akhirnya adalah
keamanan dan kesejahteraan masyarakat yang
ada di wilayah perbatasan, sesuai tujuan dasar

berdirinya sebuah negara dapat tercapai.
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